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KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan
rahmat, petunjuk, kemudahan, serta kesehatan yang telah diberikan, sehingga dokumen
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini
dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025 dimaksudkan
sebagai penyempurnaan terhadap dokumen Renja Bappeda Tahun 2025 yang telah
disusun sebelumnya. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap
dinamika perubahan yang tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung
Tahun 2025, guna mendukung percepatan pencapaian indikator kinerja Bappeda sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Perubahan Renja ini juga
merupakan respons terhadap perkembangan kondisi, tantangan, dan permasalahan
aktual yang dihadapi selama pelaksanaan rencana kerja tahun berjalan.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih terdapat berbagai
kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat kami harapkan sebagai bahan
perbaikan dan penyempurnaan, khususnya dalam penyusunan Renja Bappeda
Kabupaten Temanggung pada masa mendatang.

Akhirnya, kami berharap Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Temanggung
Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam mendukung
pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel di
Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 5 Juni 2025
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11.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD,
serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan
bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan
penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.
Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan pembangunan, maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah
berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi
tanggung jawab Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2025, maka Perangkat Daerah harus segera menyusun Perubahan
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Bappeda
Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan dengan
perubahan dinamika yang terjadi.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang
menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun
alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah:

a. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2025 dengan
pagu APBD Tahun 2025.

b. Munculnya sub kegiatan baru bersumber dana bantuan keuangan provinsi
(Bankeu);

c. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan;

d. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti.
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Bappeda Kabupaten Temanggung melakukan koordinasi, sinergi dan
harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan
Perubahan Renja Tahun 2025 melalui tahapan-tahapan :

1) Persiapan penyusunan,;

2) Penyusunan rancangan awal;

3) Penyusunan rancangan,;
)

4) Perumusan rancangan akhir.

Landasan Hukum
Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan

Renja Bappeda Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,;
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis
Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah;
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Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,;

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
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Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025 adalah
sebagai pedoman bagi Bappeda Kabupaten Temanggung dalam rangka
menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada

Perubahan RKPD 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja

(Bappeda Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda yang telah

ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025,
antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat,
tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda
yang akan dilaksanakan pada triwulan I, triwulan Il dan triwulan IV tahun 2025;

3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-
masing program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Tahun 2025;

4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan

dan sub kegiatan Bappeda Tahun 2025.

Sistematika Penulisan
Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja Bappeda
Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2025
SAMPAI DENGAN TRIWULAN | TAHUN 2025

BAB 1l  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP
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BAB Il
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN | TAHUN 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda sampai dengan Triwulan | Tahun 2025

Dalam melakukan penyusunan Renja Bappeda Tahun 2025, diperlukan
adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Bappeda sampai dengan Triwulan |
Tahun 2025 (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan)
terhadap capaian Renja Bappeda Tahun 2025 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir
Renja Bappeda Tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan
Triwulan I.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda sampai
dengan triwulan | sesuai dengan kriteria pencapaiannya didasarkan pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Capaian
indikator kinerja disajikan sebagai sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 91% < 100,00% Sangat Tinggi

2 76% < 90,00% Tinggi

3 66% < 75,00% Sedang

4 51% < 65,00% Rendah

5 < 50,00% Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berikut adalah capaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub
kegiatan Bappeda, sebagai berikut :
1. Capaian Kinerja IKUPD dan Kinerja Program dengan skala nilai peringkat
kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah;
2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat
Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah;
3. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja yang
diperkirakan tidak memenubhi target kinerja dengan penjelasan berupa :
a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan
dan sub kegiatan;
b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Bappeda;
dan
c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
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Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025 merupakan tahun kedua
penjabaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 khususnya yang
dijabarkan lebih lanjut melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2025.



A. Evaluasi Kinerja IKUPD dan Program

Capaian kinerja program Bappeda disajikan pada Tabel berikut :
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Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program Bappeda sampai dengan Triwulan | Tahun 2025
Tahun 2025 Tingkat
Realisasi Capaian | Skala Nilai
No. | Sasaran/Program Indikator Kinerja Satuan | Target RPD s.d. Peringkat
s.dTWI .o
2025 2025 Tahun Kinerja
2025 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Meningkatnya Indeks Perencanaan Angka 4,55 4,5 98,90 Sangat
Kualitas Pembangunan Daerah Tinggi
Perencanaan Manajemen Risiko Level Level 3 Level 3 100 Sangat
Pembangunan dan Indeks (MRI) Tinggi
Inovasi Daerah
a. Program Persentase penyusunan % 100 100 100 Sangat
Perencanaan, dokumen perencanaan Tinggi
Pengendalian dan pembangunan daerah
Evaluasi yang tepat waktu
Pembangunan Persentase tersusunnya % 100 100 100 Sangat
Daerah laporan evaluasi Tinggi
pembangunan daerah
tepat waktu
b. Program Koordinasi Tingkat konsistensi % 98,82 93,15 94,26 Sangat
dan Sinkronisasi kegiatan rencana kerja Tinggi
Perencanaan perangkat daerah
Pembangunan terhadap renstra
Daerah perangkat daerah sub
bidang pembangunan
manusia
Tingkat konsistensi % 90,56 93,53 100 Sangat
kegiatan rencana kerja Tinggi
perangkat daerah
terhadap renstra
perangkat daerah sub
bidang pemerintahan
dan kesejahteraan
rakyat
Tingkat konsistensi % 91,96 95,31 100 Sangat
kegiatan rencana kerja Tinggi
perangkat daerah
terhadap renstra
perangkat daerah sub
bidang ekonomi dan
sumber daya alam
Tingkat konsistensi % 95,76 97,96 100 Sangat
kegiatan rencana kerja Tinggi
perangkat daerah
terhadap renstra
perangkat daerah sub
bidang infrastruktur
2. Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah Angka Sangat Sangat 100 Sangat
Kualitas Inovatif Inovatif / Tinggi
Perencanaan /60,01- 72,42
Pembangunan dan 100,00
Inovasi Daerah
a. Program penelitian Persentase % 100 100 100 Sangat
dan pengembangan pemanfaatan hasil Tinggi
penelitian dan
pengkajian
Persentase kreativitas % 100 100 100 Sangat
dan inovasi daerah Tinggi
yang diterapkan atau
diimplementasikan

Sumber : IKPD Bappeda Tahun 2025
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Berdasarkan hasil evaluasi pada kinerja IKUPD dan indikator program

Bappeda, semua indikator sudah tercapai dengan predikat Sangat Tinggi.

B. Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan

Tabel 2.3
Capaian Kegiatan pada Triwulan | Bappeda
Realisasi Skala
keuangan Nilai
Jumlah(::g):]u L (SPJ) s.d Kinerja Peringk
No Bidang /Program/ TWI at
Kegiatan/Sub Kegiatan (Rp) Kinerja
Renja APBD Target | Realisasi Ca(paz)lan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
UNSUR PENUNJANG 8.751.164.149 8.092.423.032 | 1.596.904.436
URUSAN
PEMERINTAHAN
PERENCANAAN 8.144.231.649 7.793.341.032 | 1.591.383.436
A. Program Penunjang 6.936.984.449 6.555.685.032 | 1.549.079.186
Urusan Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
1. Administrasi 5.549.283.643 5.356.958.657 | 1.313.927.972
Keuangan Perangkat
Daerah
Penyediaan Gaji dan 5.549.283.643 5.356.958.657 | 1.313.927.972 45 11 24 Sangat
Tunjangan ASN Rendah
2. Administrasi Umum 135.549.000 117.753.800
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen 4.500.000 4.200.000 0 1 0,25 25 Sangat
Instalasi Rendah
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan 25.077.000 20.170.800 1.970.000 1 0,25 25 Sangat
Logistik Kantor Rendah
Fasilitasi Kunjungan 6.000.000 44.887.500 356.000 24 6 25 Sangat
Tamu Rendah
Penyelenggaraan 99.972.000 48.495.500 5.258.797 25 6 24 Sangat
Rapat Koordinasi dan Rendah
Konsultasi SKPD
3. Penyediaan Jasa 866.752.400 870.309.900
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat 1.500.000 4.000.000 0 1 0 0 Sangat
Menyurat Rendah
Penyediaan Jasa 100.000.000 100.000.000 24.347.629 36 9 25 Sangat
Komunikasi, Sumber Rendah
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa 25.399.900 29.581.300 4.531.900 12 3 25 Sangat
Peralatan dan Rendah
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa 739.852.500 736.728.600 188.030.662 12 3 25 Sangat
Pelayanan Umum Rendah
Kantor
4 Pemeliharaan Barang 385.399.406 210.662.675
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa 165.399.500 160.662.675 10.306.226 35 9 26 Sangat
Pemeliharaan, Biaya Rendah
Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilit 219.999.906 50.000.000 350.000 3 0,7 23 Sangat
asi Gedung Kantor dan Rendah
Bangunan Lainnya
B. Program 509.474.400 827.177.000
Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi
Pembangunan Daerah
1. Penyusunan 437.472.000 294.899.500
Perencanaan dan
Pendanaan
Koordinasi Penelaahan 40.000.000 29.971.500 1.933.500 2 0 0 Sangat
Dokumen Perencanaan Rendah
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No

Bidang /Program/
Kegiatan/Sub Kegiatan

Jumlah Pagu Awal

(Rp)

Renja

APBD

Realisasi

keuangan

(SPJ) s.d
TWI

(Rp)

Kinerja

Target

Realisasi

Capaian
(%)

Skala
Nilai
Peringk
at
Kinerja

2

7

8

Pembangunan Daerah
dengan Dokumen
Kebijakan Lainnya

Koordinasi Penyusunan
dan Penetapan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota

397.472.000

264.928.000

35.224.750

2,7

45

Sangat
Rendah

Analisis Data dan
Informasi
Pemerintahan

Daerah Bidang
Perencanaan
Pembangunan Daerah

38.741.200

525.130.500

Pembinaan dan
Pemanfaatan Data
dan Informasi
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat Daerah

500.000.000

Sangat
Rendah

Penyusunan Profil
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota

38.741.200

25.130.500

264.000

1,5

25

Sangat
Rendah

Pengendalian,
Evaluasi dan
Pelaporan Bidang
Perencanaan
Pembangunan Daerah

33.261.200

7.147.000

Monitoring, Evaluasi
dan Penyusunan
Laporan Berkala
Pelaksanaan
Pembangunan Daerah

33.261.200

7.147.000

0,5

25

Sangat
Rendah

Program Koordinasi
dan Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah

697.772.800

410.479.000

Koordinasi
Perencanaan Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan
Manusia

246.818.400

114.697.500

Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang Pemerintahan
(RPJPD, RPJMD
RKPD)

95.912.000

47.774.000

748.000

0,25

25

Sangat
Rendah

Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat Daerah
Bidang Pemerintahan

10.000.000

7.302.000

0,7

23

Sangat
Rendah

Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang Pembangunan
Manusia (RPJPD,
RPJMD

dan RKPD)

130.906.400

52.202.500

801.000

1,5

30

Sangat
Rendah

Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi
Penyusunan

Dokumen Perencanaan
Pembangunan
Perangkat

Daerah Bidang
Pembangunan Manusia

10.000.000

7.419.000

1,5

25

Sangat
Rendah

Koordinasi
Perencanaan Bidang
Perekonomian dan
SDA (Sumber Daya
Alam)

218.477.200

109.795.500

Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah

128.477.200

84.530.500

2.657.000

25

Sangat
Rendah
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Realisasi Skala
keuangan Nilai
(Rp) (SPJ) s.d Kinerja Peringk
Bidang /Program/ TWI at
Kegiatan/Sub Kegiatan (Rp) Kinerja

Jumlah Pagu Awal

No

Capaian

Renja APBD Target | Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bidang Perekonomian
(RPJPD, RPJMD dan
RKPD)

Pelaksanaan Monitoring 10.000.000 6.740.500 0 4 1 25 Sangat
dan Evaluasi Rendah
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat Daerah
Bidang Perekonomian

Koordinasi Penyusunan 80.000.000 18.524.500 546.000 1 0,25 25 Sangat
Dokumen Perencanaan Rendah
Pembangunan Daerah
Bidang SDA (RPJPD,

RPJMD dan RKPD)

3. Koordinasi 232.477.200 185.986.000
Perencanaan Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan

Koordinasi Penyusunan 204.216.000 179.716.500 130.000 1 0,25 25 Sangat
Dokumen Perencanaan Rendah
Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur
(RPJPD, RPJMD dan
RKPD)

Pelaksanaan Monitoring 28.261.200 6.269.500 0 3 0,7 23 Sangat
dan Evaluasi Rendah
Penyusunan

Dokumen Perencanaan
Pembangunan
Perangkat

Daerah Bidang
Infrastruktur

D. Program Penelitian 606.932.500 299.082.000
dan Pengembangan
Daerah

1. Penelitian dan 291.932.500 168.020.000
Pengembangan
Bidang
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan

Fasilitasi, Pelaksanaan 158.261.000 117.152.500 50.000 3 0,7 23 Sangat
dan Evaluasi Penelitian Rendah
dan Pengembangan
Bidang Pemerintahan
Umum

Pengelolaan Data 133.671.500 50.867.500 1.382.000 4 1 25 Sangat
Kelitbangan dan Rendah
Peraturan

2. Penelitian dan 40.000.000 14.475.000
Pengembangan
Bidang Sosial dan
Kependudukan

Penelitian dan 40.000.000 14.475.000 979.000 2 0,5 25 Sangat
Pengembangan Rendah
Partisipasi Masyarakat

3. Pengembangan 275.000.000 116.587.000
Inovasi dan Teknologi

Penelitian, 275.000.000 116.587.000 3.110.000 3 0,7 23 Sangat
Pengembangan, dan Rendah
Perekayasaan di
Bidang

Teknologi dan Inovasi

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan sub kegiatan, faktor-faktor
penyebab tidak tercapainya target kinerja diantaranya adalah :
a. Pelaksanaan kegiatan mayoritas pada Triwulan Il dan IV, sehingga waktu yang

tersisa untuk pelaksanaan relatif sempit;

10
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b. Keterlambatan pelaksanaan oleh pihak ketiga, terutama untuk kegiatan yang
dijadwalkan mulai bulan Juni ke atas, mengakibatkan mundurnya jadwal dan
berkurangnya efektivitas kegiatan;

c. Adanya kebijakan baru terkait belanja makan dan minum, yang menyebabkan
perlunya penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan dan berdampak pada
pencapaian output yang direncanakan;

d. Penerapan efisiensi anggaran, yang membatasi ruang fiskal untuk pelaksanaan
kegiatan secara penuh, sehingga mempengaruhi volume dan kualitas output

yang dapat dicapai.

11
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BAB Il
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2025

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja

Bappeda dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan

kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai

dengan triwulan I. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan

Renja Bappeda ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja Awal

Bappeda Tahun 2025 serta kebijakan-kebijakan yang ada.

Secara lengkap maka program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan

Renja Bappeda Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Rencana Perubahan Renja Tahun 2025

2 3 4 5 6 (5-3) 7 (5-4)
UNSUR PENUNJANG URUSAN 8.751.164.149 8.092.423.032 8.092.423.032 (658.741.117) -
PEMERINTAHAN
PERENCANAAN 8.144.231.649 7.793.341.032 7.793.341.032 (350.890.617) -
Program Penunjang Urusan 6.936.984.449 6.555.685.032 6.555.685.032 (381.299.417) -
Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
Administrasi Keuangan 5.549.283.643 5.356.958.657 5.356.958.657 (192.324.986) -
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaiji dan 5.549.283.643 5.356.958.657 5.356.958.657 (192.324.986) -
Tunjangan ASN
Administrasi Umum 135.549.000 117.753.800 87.202.400 (48.346.600) (30.551.400)
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen 4.500.000 4.200.000 4.200.000 (300.000) -
Instalasi listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik 25.077.000 20.170.800 24.281.900 (795.100) 4.111.100
Kantor
Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.000.000 44.887.500 10.225.000 4.225.000 (34.662.500)
Penyelenggaraan Rapat 99.972.000 48.495.500 48.495.500 (51.476.500) -
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang 866.752.400 870.309.900 886.021.300 19.268.900 15.711.400
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat 1.500.000 4.000.000 4.000.000 2.500.000 -
Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, 100.000.000 100.000.000 106.000.000 6.000.000 6.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan 25.399.900 29.581.300 29.581.300 4.181.400 -
dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan 739.852.500 736.728.600 746.440.000 6.587.500 9.711.400
Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik 385.399.406 210.662.675 225.502.675 (159.896.731) 14.840.000
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa 165.399.500 160.662.675 160.662.675 (4.736.825) -
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi 219.999.906 50.000.000 64.840.000 (155.159.906) 14.840.000
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

12




Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

509.474.400

827.177.000

827.177.000
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317.702.600

Penyusunan Perencanaan
dan Pendanaan

437.472.000

294.899.500

294.899.500

(142.572.500)

Koordinasi Penelaahan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan
Dokumen Kebijakan Lainnya

40.000.000

29.971.500

29.971.500

(10.028.500)

Koordinasi Penyusunan dan
Penetapan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota

397.472.000

264.928.000

264.928.000

(132.544.000)

Analisis Data dan Informasi
Pemerintahan

Daerah Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah

38.741.200

525.130.500

525.130.500

486.389.300

Pembinaan dan Pemanfaatan
Data

dan Informasi Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah

500.000.000

500.000.000

500.000.000

Penyusunan Profil
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota

38.741.200

25.130.500

25.130.500

(13.610.700)

Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Bidang
Perencanaan Pembangunan
Daerah

33.261.200

7.147.000

7.147.000

(26.114.200)

Monitoring, Evaluasi dan
Penyusunan Laporan Berkala
Pelaksanaan Pembangunan
Daerah

33.261.200

7.147.000

7.147.000

(26.114.200)

Program Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

697.772.800

410.479.000

410.479.000

(287.293.800)

Koordinasi Perencanaan
Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

246.818.400

114.697.500

114.697.500

(132.120.900)

Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Pemerintahan

(RPJPD, RPJMD RKPD)

95.912.000

47.774.000

47.774.000

(48.138.000)

Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan

10.000.000

7.302.000

7.302.000

(2.698.000)

Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang Pembangunan
Manusia (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)

130.906.400

52.202.500

52.202.500

(78.703.900)

Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Pembangunan Manusia

10.000.000

7.419.000

7.419.000

(2.581.000)

Koordinasi Perencanaan
Bidang Perekonomian dan
SDA (Sumber Daya Alam)

218.477.200

109.795.500

109.795.500

(108.681.700)

Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang Perekonomian
(RPJPD, RPJMD dan
RKPD)

128.477.200

84.530.500

84.530.500

(43.946.700)

Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian

10.000.000

6.740.500

6.740.500

(3.259.500)

Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang SDA (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)

80.000.000

18.524.500

18.524.500

(61.475.500)

Koordinasi Perencanaan
Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan

232.477.200

185.986.000

185.986.000

(46.491.200)

13



Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)

204.216.000

179.716.500

179.716.500
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(24.499.500)

Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Infrastruktur

28.261.200

6.269.500

6.269.500

(21.991.700) R

Program Penelitian dan
Pengembangan Daerah

606.932.500

299.082.000

299.082.000

(307.850.500) 5

Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan

291.932.500

168.020.000

168.020.000

(123.912.500) -

Fasilitasi, Pelaksanaan dan
Evaluasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Pemerintahan Umum

158.261.000

117.152.500

117.152.500

(41.108.500) -

Pengelolaan Data Kelitbangan
dan Peraturan

133.671.500

50.867.500

50.867.500

(82.804.000) R

Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Sosial dan Kependudukan

40.000.000

14.475.000

14.475.000

(25.525.000) -

Penelitian dan Pengembangan
Partisipasi Masyarakat

40.000.000

14.475.000

14.475.000

(25.525.000) -

Pengembangan Inovasi dan
Teknologi

275.000.000

116.587.000

116.587.000

(158.413.000) -

Penelitian, Pengembangan,
dan Perekayasaan di Bidang
Teknologi dan Inovasi

275.000.000

116.587.000

116.587.000

(158.413.000) -

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025

2.1.

Dari tabel di atas, berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai
dengan TA 2025, maka total anggaran Rp 8.092.423.032 Bappeda Kabupaten
Temanggung melalui Perubahan Renja 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pagu Awal Renja Rp 8.751.164.149

2. Pagu Awal APBD (Perubahan Perbup II) Rp 8.092.423.032
3. Pagu Perubahan Rp 8.092.423.032
4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja : Rp 658.741.117
5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal APBD Rp 0

Selisih antara Pagu Awal Renja dengan Pagu Perubahan antara lain disebabkan:
1. Penyesuaian pagu sub kegiatan Renja terhadap pagu sub kegiatan APBD;
2. Munculnya sub kegiatan baru bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi

(Bankeu Provinsi).

Selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Penggeseran pagu antar sub kegiatan.

Matriks Rencana Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025
Rincian rencana Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025 sebagaimana
terlinat pada Tabel 3.2 di bawah ini:
14
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Tabel 3.2
Perubahan Program dan Kegiatan Bappeda
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang (-/+)
Urusan / Bidang Urusan Sumber
Kode | Program / Kegiatan / Indikator Kinerja Lokasi Hasil Lokasi Dana Ket
Sub Kegiatan ozt;ls;: Ke“;'at S Pag; Indikatif | Pagu Indikatif | Output | Target | o . | Pagu indikatif Renja APED
Kegiatan — enja APBD Kegiat Kinerja Renja
9 an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-7 14=12-8 15 16
UNSUR PENUNJANG 8.751.164.149 8.092.423.032 8.092.423.032 (658.741.117) -
URUSAN
PEMERINTAHAN
01 PERENCANAAN 8.144.231.649 7.793.341.032 7.793.341.032 (350.890.617) -
01 01 PROGRAM Tersedianya 100 % 6.936.984.449 6.555.685.032 100 % 6.555.685.032 (381.299.417) -
PENUNJANG URUSAN administrasi
PEMERINTAHAAN keuangan, umum dan
DAERAH jasa penunjang
KABUPATEN/KOTA perangkat daerah
01 01 2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Gaji Kab. 12 Lapora 5.549.283.643 5.356.958.657 Kab. 12 Lapora 5.356.958.657 (192.324.986) -
Perangkat Daerah dan Tunjangan ASN Temangg n Teman n
yang Disusun ung ggung
01 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Kab.Tem 43 Orang/ 5.549.283.643 5.356.958.657 Kab.Te 43 Orang/ 5.356.958.657 (192.324.986) - DAU
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan anggung bulan mangg bulan
Tunjangan ASN ung
01 01 2.06 Administrasi Umum Jumlah Kegiatan Kab. 27 Lapora 135.549.000 117.753.800 Kab. 27 Lapora 87.202.400 (48.346.600) (30.551.400)
Perangkat Daerah Administrasi Umum Temangg n Teman n
Terfasilitasi ung ggung
01 01 2.06 0001 | Penyediaan Komponen Jumlah Paket Kab. 1 Paket 4.500.000 4.200.000 Kab. 1 Paket 4.200.000 (300.000) - DAU
Instalasi Komponen Instalasi Temangg Teman
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan ung ggung
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
01 01 2.06 0004 | Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Kab. 1 Paket 25.077.000 20.170.800 Kab. 1 Paket 24.281.900 (795.100) 4.111.100 DAU
Logistik Kantor Logistik Kantor yang Temangg Teman
Disediakan ung ggung
01 01 2.06 0008 | Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Kab. 12 Lapora 6.000.000 44.887.500 Kab. 12 Lapora 10.225.000 4.225.000 (34.662.500) DAU
Tamu Fasilitasi Kunjungan Temangg n Teman n
Tamu ung ggung
01 01 2.06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Kab. 12 Lapora 99.972.000 48.495.500 Kab. 12 Lapora 48.495.500 (51.476.500) - DAU
Koordinasi dan Konsultasi | Penyelenggaraan Temangg n Teman n
SKPD Rapat Koordinasi dan ung ggung
Konsultasi SKPD
01 01 2.08 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Kab. 72 Lapora 866.752.400 870.309.900 Kab. 72 Lapora 886.021.300 19.268.900 15.711.400
Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Temangg n Teman n
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan ung ggung
Pemerintahan Daerah
yang Disusun
01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Kab. 12 Lapora 1.500.000 4.000.000 Kab. 12 Lapora 4.000.000 2.500.000 - DAU
Menyurat Penyediaan Jasa Surat Temangg n Teman n
Menyurat ung ggung
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Urusan / Bidang Urusan

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah/Berkurang (-/+)

Kode | Program / Kegiatan / Indikator Kinerja . ) Lokasi Sgr:::r Ket
Sub Kegiatan ('5°'t‘as; Iz'as."t - Pagu Indikatif | PaguIndikatif | Output | Target | o . Pagu Indikatif P T
Ke;igt‘; N ‘:;ﬂ"a atuan Renja APBD Keagniat Kinerja | S2an Renja enja
1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10 11 12 13=12-7 14=12-8 15 16
01 01 2.08 0002 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Kab. 36 Lapora 100.000.000 100.000.000 Kab. 36 Lapora 106.000.000 6.000.000 6.000.000 DAU
Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa Temangg n Teman n
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber ung ggung
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
01 01 2.08 0003 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Kab. 12 Lapora 25.399.900 29.581.300 Kab. 12 Lapora 29.581.300 4.181.400 - DAU
Peralatan dan Penyediaan Jasa Temangg n Teman n
Perlengkapan Kantor Peralatan dan ung ggung
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
01 01 2.08 0004 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Kab. 12 Lapora 739.852.500 736.728.600 Kab. 12 Lapora 746.440.000 6.587.500 9.711.400 DAU
Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Temangg n Teman n
Pelayanan Umum ung ggung
Kantor yang
Disediakan
01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Jumlah Barang Milik Kab. 34 Unit 385.399.406 210.662.675 Kab. 34 Unit 225.502.675 (159.896.731) 14.840.000
Milik Daerah Penunjang Daerah Penunjang Temangg Teman
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan ung ggung
Daerah Daerah yang
Dipelihara
01 01 2.09 0002 | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Kab. 32 Unit 165.399.500 160.662.675 Kab. 32 Unit 160.662.675 (4.736.825) - DAU
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional atau Temangg Teman
Pemeliharaan, Pajak, dan | Lapangan yang ung ggung
Perizinan Kendaraan Dipelihara dan
Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan
Lapangan Perizinannya
01 01 2.09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Gedung Kantor Kab. 2 Unit 219.999.906 50.000.000 Kab. 2 Unit 64.840.000 (155.159.906) 14.840.000 DAU
Gedung Kantor dan dan Bangunan Lainnya Temangg Teman
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ ung ggung
Direhabilitasi
01 02 PROGRAM Persentase 100 % 509.474.400 827.177.000 100 % 827.177.000 317.702.600 -
PERENCANAAN, penyusunan
PENGENDALIAN DAN dokumen
EVALUASI perencanaan
PEMBANGUNAN pembangunan daerah
DAERAH yang tepat waktu
Persentase 95 % 95 %
tersusunnya laporan
evaluasi
pembangunan daerah
tepat waktu
01 02 2.01 Penyusunan Jumlah Dokumen Kab. 5 Dokum 437.472.000 294.899.500 Kab. 5 Dokum 294.899.500 (142.572.500) -
Perencanaan dan Perencanaan Temangg en Teman en
Pendanaan Pembangunan Daerah ung ggung
yang Disusun
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Urusan / Bidang Urusan

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah/Berkurang (-/+)

Kode | Program / Kegiatan / Indikator Kinerja . ) Lokasi Sgr:::r Ket
Sub Kegiatan ('5°'t‘as; Iz'as."t - Pagu Indikatif | PaguIndikatif | Output | Target | o . Pagu Indikatif P T
Ke:igt‘; N ‘:;ﬂ"a atuan Renja APBD Keagniat Kinerja | S2an Renja enja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-7 14=12-8 15 16
01 02 2.01 0002 | Koordinasi Penelaahan Jumlah Dokumen Kab.Tem 1 Dokum 40.000.000 29.971.500 Kab.Te 1 Dokum 29.971.500 (10.028.500) - DAU
Dokumen Perencanaan Perencanaan yang anggung en mangg en
Pembangunan Daerah Bersumber dari APBN, ung
dengan Dokumen APBD Provinsi Kepada
Kebijakan Lainnya Kabupaten dan APBD
Kabupaten Kepada
Desa
01 02 2.01 0007 | Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Kab.Tem 4 Dokum 397.472.000 264.928.000 Kab.Te 4 Dokum 264.928.000 (132.544.000) - DAU
dan Penetapan Dokumen Perencanaan anggung en mangg en
Perencanaan Pembangunan Daerah ung
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota Ditetapkan
(RPJPD/RPJMD/
RKPD)
01 02 2.02 Analisis Data dan Jumlah Data dan Kab. 2 Buku 38.741.200 525.130.500 Kab. 2 Buku 525.130.500 486.389.300 -
Informasi Pemerintahan Informasi yang di Temangg Teman
Daerah Bidang Publikasikan ung ggung
Perencanaan
Pembangunan Daerah
01 02 2.02 0002 | Pembinaan dan Jumlah Orang yang Kab.Tem - - - 500.000.000 Kab.Te 1 Paket 500.000.000 500.000.000 - BANKEU
Pemanfaatan Data Dibina dalam anggung mangg PROV
dan Informasi Pemanfaatan Data dan ung
Perencanaan Informasi
Pembangunan Perangkat
Daerah
01 02 2.02 0003 | Penyusunan Profil Jumlah Buku Profil Kab.Tem 2 Buku 38.741.200 25.130.500 Kab.Te 2 Buku 25.130.500 (13.610.700) - DAU
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah anggung mangg
Kabupaten/Kota yang Diterbitkan ung
01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi Jumlah Laporan Kab. 12 Lapora 33.261.200 7.147.000 Kab. 12 Lapora 7.147.000 (26.114.200) -
dan Pelaporan Bidang Evaluasi Temangg n Teman n
Perencanaan Kinerja Pembangunan ung ggung
Pembangunan Daerah Daerah
01 02 2.03 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil Kab.Tem 12 Lapora 33.261.200 7.147.000 Kab.Te 12 Lapora 7.147.000 (26.114.200) - DAU
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja anggung n mangg n
Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah ung
Pembangunan Daerah
01 03 PROGRAM Tingkat konsistensi 90 % 697.772.800 410.479.000 920 % 410.479.000 (287.293.800) -
KOORDINASI DAN kegiatan rencana
SINKRONISASI kerja perangkat
PERENCANAAN daerah terhadap
PEMBANGUNAN renstra perangkat
DAERAH daerah sub bidang
pembangunan
manusia
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P-RENJA 2025 | BAPPEDA

Kode

Urusan / Bidang Urusan
| Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah/Berkurang (-/+)

Lokasi
Output
Kegiatan

Hasil
Kegiat
an

Pagu Indikatif

Satuan Renja

Pagu Indikatif
APBD

Lokasi

Output

Kegiat
an

Target
Kinerja

Satuan

Pagu Indikatif
Renja

Renja

APBD

Sumber
Dana

Ket

3

4

5

9

10

11

12

13=12-7

14=12-8

15

16

Tingkat konsistensi
kegiatan rencana
kerja perangkat
daerah terhadap
renstra perangkat
daerah sub bidang
pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat

90

%

20

%

Tingkat konsistensi
kegiatan rencana
kerja perangkat
daerah terhadap
renstra perangkat
daerah sub bidang
perekonomian dan
Sumber Daya Alam
(SDA)

20

%

90

%

Tingkat konsistensi
kegiatan rencana
kerja perangkat
daerah terhadap
renstra perangkat
daerah sub bidang
infrastruktur dan
kewilayahan

90

%

20

%

01

03

Koordinasi
Perencanaan Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Koordinasi

Bidang Pemerintahan
dan Pembangunan
Manusia

Kab.
Temangg
ung

119

Dokum
en

246.818.400

114.697.500

Kab.
Teman
ggung

119

Dokum
en

114.697.500

(132.120.900)

01

03

0001

Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang Pemerintahan
(RPJPD, RPJMD
RKPD)

Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang Pemerintahan
(RPJPD, RPJMD dan
RKPD)

Kab.
Temangg
ung

90

Dokum 95.912.000

en

47.774.000

Kab.
Teman

ggung

90

Dokum
en

47.774.000

(48.138.000)

DAU

01

03

0003

Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Pemerintahan

Jumlah Laporan
Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan
Perangkat Daerah
Bidang Pemerintahan

Kab.
Temangg
ung

Lapora 10.000.000

n

7.302.000

Kab.
Teman
ggung

Lapora
n

7.302.000

(2.698.000)

DAU
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P-RENJA 2025 | BAPPEDA

Urusan / Bidang Urusan

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah/Berkurang (-/+)

Kode | Program / Kegiatan / Indikator Kinerja ) . Lokasi Sgr:::r Ket
Sub Kegiatan ('5°'t‘as; Iz'as."t - Pagu Indikatif | PaguIndikatif | Output | Target | o . Pagu Indikatif P T
Ke:igt‘; N ‘:;ﬂ"a atuan Renja APBD Keagniat Kinerja | S2an Renja enja
1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10 11 12 13=12-7 14=12-8 15 16
01 03 2.01 0005 | Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Kab. 21 Dokum 130.906.400 52.202.500 Kab. 21 Dokum 52.202.500 (78.703.900) - DAU
Dokumen Perencanaan Perencanaan Temangg en Teman en
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah ung ggung
Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan
Manusia (RPJPD, Manusia yang
RPJMD dan RKPD) Dikoordinir
Penyusunannya
(RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
01 03 2.01 0007 | Pelaksanaan Monitoring Jumlah Perangkat Kab. 4 Lapora 10.000.000 7.419.000 Kab. 4 Lapora 7.419.000 (2.581.000) - DAU
dan Evaluasi Penyusunan | Daerah yang Temangg n Teman n
Dokumen Perencanaan Mendapatkan ung ggung
Pembangunan Perangkat Monitoring dan
Daerah Bidang Evaluasi dalam
Pembangunan Manusia Penyusunan
Renstra/Renja Bidang
Pembangunan Manusia
01 03 2.02 Koordinasi Jumlah dokumen Kab. 32 Dokum 218.477.200 109.795.500 Kab. 32 Dokum 109.795.500 (108.681.700) -
Perencanaan Bidang Perencanaan dan Temangg en Teman en
Perekonomian dan SDA | Koordinasi Bidang ung ggung
(Sumber Daya Alam) Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
01 03 2.02 0001 Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Kab. 12 Dokum 128.477.200 84.530.500 Kab. 12 Dokum 84.530.500 (43.946.700) - DAU
Dokumen Perencanaan Perencanaan Temangg en Teman en
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah ung ggung
Bidang Perekonomian Bidang Perekonomian
(RPJPD, RPJMD dan yang Dikoordinir
RKPD) Penyusunannya
(RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
01 03 2.02 0003 | Pelaksanaan Monitoring Jumlah Perangkat Kab. 4 Lapora 10.000.000 6.740.500 Kab. 4 Lapora 6.740.500 (3.259.500) - DAU
dan Evaluasi Penyusunan | Daerah yang Temangg n Teman n
Dokumen Perencanaan Mendapatkan ung ggung
Pembangunan Perangkat Monitoring dan
Daerah Bidang Evaluasi dalam
Perekonomian Penyusunan
Renstra/Renja Bidang
Perekonomian
01 03 2.02 0005 | Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Kab. 3 Dokum 80.000.000 18.524.500 Kab. 3 Dokum 18.524.500 (61.475.500) - DAU
Dokumen Perencanaan Perencanaan Temangg en Teman en
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah ung ggung
Bidang SDA (RPJPD, Bidang SDA yang
RPJMD dan RKPD) Dikoordinir
Penyusunannya
(RPJPD. RPJMD dan
RKPD)
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P-RENJA 2025 | BAPPEDA

Urusan / Bidang Urusan

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah/Berkurang (-/+)

Kode | Program / Kegiatan / Indikator Kinerja ) . Lokasi Sgr:::r Ket
Sub Kegiatan ('5°'t‘as; Iz'as."t - Pagu Indikatif | PaguIndikatif | Output | Target | o . Pagu Indikatif P T
Ke;igt‘; N ‘:ﬂ"a atuan Renja APBD Keagniat Kinerja | S2an Renja enja
1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10 11 12 13=12-7 14=12-8 15 16
01 03 2.03 Koordinasi Jumlah Dokumen Kab. 9 Dokum 232.477.200 185.986.000 Kab. 9 Dokum 185.986.000 (46.491.200) -
Perencanaan Bidang Perencanaan dan Temangg en Teman en
Infrastruktur dan Koordinasi Bidang ung ggung
Kewilayahan Infrastruktur dan
Kewilayahan
01 03 2.03 0001 Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Kab. 9 Dokum 204.216.000 179.716.500 Kab. 9 Dokum 179.716.500 (24.499.500) - DAU
Dokumen Perencanaan Perencanaan Temangg en Teman en
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah ung ggung
Bidang Infrastruktur Bidang Infrastruktur
(RPJPD, RPJMD dan yang Dikoordinir
RKPD) Penyusunannya
(RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
01 03 2.03 0003 | Pelaksanaan Monitoring Jumlah Perangkat Kab. 4 Lapora 28.261.200 6.269.500 Kab. 4 Lapora 6.269.500 (21.991.700) - DAU
dan Evaluasi Penyusunan | Daerah yang Temangg n Teman n
Dokumen Perencanaan Mendapatkan ung ggung
Pembangunan Perangkat Monitoring dan
Daerah Bidang Evaluasi dalam
Infrastruktur Penyusunan
Renstra/Renja Bidang
Infrastruktur
05 PENELITIAN DAN 606.932.500 299.082.000 353.999.400 (816.000.600) -
PENGEMBANGAN
05 02 PROGRAM PENELITIAN | Persentase kreatifitas 100 % 606.932.500 299.082.000 100 % 353.999.400 (816.000.600) -
DAN PENGEMBANGAN dan inovasi daerah
DAERAH yang
diterapkan atau
diimplementasikan
Persentase 100 % 100 % 299.082.000 (307.850.500) -
pemanfaatan
hasil penelitian dan
pengkajian
05 02 2.01 Penelitian dan Jumlah Dokumen Kab. 5 Dokum 291.932.500 168.020.000 Kab. 5 Dokum 168.020.000 (123.912.500) -
Pengembangan Bidang Perencanaan Bidang Temangg en Teman en
Penyelenggaraan Peraturan ung ggung
Pemerintahan dan Pemerintahan
Pengkajian Peraturan
05 02 2.01 0002 | Fasilitasi, Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Kab. 1 Lapora 158.261.000 117.152.500 Kab. 1 Lapora 117.152.500 (41.108.500) - DAU
dan Evaluasi Penelitian Pelaksanaan Fasilitasi, Temangg n Teman n
dan Pengembangan Pelaksanaan dan ung ggung
Bidang Pemerintahan Evaluasi Penelitian dan
Umum Pengembangan Bidang
Pemerintahan Umum
05 02 2.01 0012 | Pengelolaan Data Jumlah Data Kab. 3 Lapora 133.671.500 50.867.500 Kab. 3 Lapora 50.867.500 (82.804.000) - DAU
Kelitbangan dan Kelitbangan dan Temangg n Teman n
Peraturan Peraturan yang ung ggung
Terkelola dengan Baik
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Urusan / Bidang Urusan

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah/Berkurang (-/+)

Kode | Program / Kegiatan / Indikator Kinerja ) . Lokasi Sgr:::r Ket
Sub Kegiatan ('5°'t‘as; Iz'as."t - Pagu Indikatif | PaguIndikatif | Output | Target | o . Pagu Indikatif P T
Ke;igt‘; N ‘:;ﬂ"a atuan Renja APBD Keagniat Kinerja | S2an Renja enja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-7 14=12-8 15 16
05 02 2.02 Penelitian dan Jumlah Dokumen Kab. 2 Dokum 40.000.000 14.475.000 Kab. 2 Dokum 14.475.000 (25.525.000) -
Pengembangan Bidang Perencanaan dan Temangg en Teman en
Sosial dan Pemanfaatan IPTEK ung ggung
Kependudukan Bidang Sosial dan
Kependudukan
05 02 2.02 0010 | Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil Kab. 2 Dokum 40.000.000 14.475.000 Kab. 2 Dokum 14.475.000 (25.525.000) - DAU
Pengembangan Penelitian dan Temangg en Teman en
Partisipasi Masyarakat Pengembangan ung ggung
Partisipasi Masyarakat
05 02 2.04 Pengembangan Inovasi Jumlah Dokumen Kab. 3 Dokum 275.000.000 116.587.000 Kab. 3 Dokum 116.587.000 (158.413.000) -
dan Teknologi Hasil Pelaksanaan Temangg en Teman en
Pengembangan ung ggung
IPTEK dan jumlah
laporan
pelaksanaan HAKI
05 02 2.04 0001 | Penelitian, Jumlah Dokumen Hasil Kab. 3 Dokum 275.000.000 116.587.000 Kab. 3 Dokum 116.587.000 (158.413.000) - DAU
Pengembangan, dan Penelitian, Temangg en Teman en
Perekayasaan di Bidang Pengembangan, dan ung ggung
Teknologi dan Inovasi Perekayasaan di
Bidang Teknologi dan
Inovasi

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025

21




BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025 yang telah disusun sesuai dengan
Renstra Bappeda Tahun 2024-2026 mengacu pada proses penganggaran di
APBD Tahun Anggaran 2025. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan
triwulan | ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja Bappeda Tahun 2025
memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa program, kegiatan dan
sub kegiatan.

Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun
untuk meningkatkan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian program, kegiatan dan sub
kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparasi,
dan akuntabilitas. |

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan
Perubahan Anggaran Tahun 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan
dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan
dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi
pembangunan Kabupaten Temanggung.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2025, Bappeda terdiri dari 4 program 13
kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan total pagu indikatif Rp 8.092.423.032.
Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda pada Perubahan
Renja Tahun 2025 juga senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan
tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat
mutu (Good and Clean Governance) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di
Tahun 2025 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja Bappeda
Tahun 2025 ini, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah
direncanakan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan, atau jika memungkinkan

dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 5 Juni 2025
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